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BAB V 

PRNUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, ada 

beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan. Sebagai 

berikut: 

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan 

putusan terkait dengan penyelenggaraan RSBI berdasarkan 

pokok permohonan perkara No 5/PUU-X/2012 yang diajukan 

oleh para pemohon. MK menyetujui dan Mengabulkan 

permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Amar putusan 

yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bawa: 

1) Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

2. Implikasi Putusan MK No 5/PUU-X/2012 ialah hapusnya dasar 

hukum penyelenggaraan SBI/RSBI. Berdasarkan ketentuan 
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normatif-imperatif, sejak putusan tersebut diucapkan pada 

tanggal 8 Januari 2013, semua peraturan perundangan, 

kebijakan, program, dan kegiatan RSBI dengan serta merta 

kehilangan dasar hukumnya. Karenanya pula, Putusan MK No 

5/PUU-X/2012 mengimplikasikan kewajiban Pemerintah, dalam 

hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membuat 

kebijakan baru sebagai tindak lanjut Putusan MK, termasuk 

dengan mencabut atau merevisi segala jenis peraturan di bawah 

Undang-Undang yang berkaitan dengan SBI/RSBI. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan pada kesimpulan di atas, penulis kemudian 

merumuskan saran sebagai berikut : 

1. Negara harus menyediakan sekolah yang lebih bermutu dan 

berkualitas sekelas sekolah bertaraf internasional dalam 

kapasitas Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain 

dalam percaturan dunia internasional, tentunya dengan 

pertimbangan utama non-diskriminasi, biaya pendidikan yang 

murah dan terjangkau (kalau perlu gratis), serta tetap 

menonjolkan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai 
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bangsa yang memiliki Pancasila dengan falsafah Bhinneka 

Tunggal Ika. 

2. Hendaknya negara dapat menyediakan pendidikan yang baik 

dan berkualitas sebagai amanat UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa 

dengan tidak hanya tidak sematamatamemfasilitasi tersedianya 

sarana pendidikan saja. Namun lebih dari itu, negara memiliki 

kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warganegara 

Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai 

denganmembuat suatu sistem pendidikan yang dapat diakses 

seluruh warga negaratanpa terkecuali. Akses ini dapat terbuka 

apabila sistem yang dibangundiarahkan untuk seluruh warga 

negara dengan mempertimbangkan bebagai keterbatasan yang 

dimiliki oleh warga Negara. 


